BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 14 TAHUN

Menimbang

2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
yang menyatakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku, maka perlu dilakukan
penyesuaian kembali terhadap Standar Harga Satuan
Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2024
tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah

Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025;

1. Undang .}



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Peajakan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Peajakan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

6. Undang..



10.

11,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di
Lingkungan Kementerian  Dalam = Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Qanun.




12, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten
Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya
(Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor A
Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie J aya Nomor 5);

13.  Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal |
Lampiran Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar
Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 13) diubah,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku

surut sejak tanggal 18 Juni 2025.

Agar. 3




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
' pada tanggal 16 September 2025 M
23 Rabiul Awal 1447 H

A SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 16 September 2025 M
23 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA!

Comn

MUNAWAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR 32



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE
JAYA NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI YANG
BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas
tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun

pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:

a. Satuan biaya uang harian;

b. Satuan biaya uang representasi; dan

c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini

merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan

mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM
1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kabupaten
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kabupaten merupakan
honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas

sebagai:

1.1 Pejabat..



1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah,

Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa

Pengguna Anggaran;

1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;

1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

1.5Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan

Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap

satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola

penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen

Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan
honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan keuangan daerah.
dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung
jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam
komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola
keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang
mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat
diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas
pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan
Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-
masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium
dengan ketentuan dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan
wewenang masing-masing.
Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang

selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
2) besaran. !



2)

3)

besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah
pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.

dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku
Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling

tinggi 50% (lima puluh persen).

Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan

ketentuan:

1)

2)

3)

dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala
daerah.

besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada
jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna
Anggaran.

dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat
Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi
syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima
puluh persen).

. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:

1)

2)

honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten diberikan kepada aparatur sipil
negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten /Pejabat
Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten.

besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten didasarkan pada jumlah pagu yang
dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten.

d. Bupati. /.



d. Bupati dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan
bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran
pembantu atau bendahara penerimaan pembaritu diberikan mengacu
pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

e. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan,
bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan
pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang
bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10%
(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung,
dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan
jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan
sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan
barang/jasa.

b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan,
setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah
mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi

(pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi
terintegrasi).

Ketentuan: )
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja

Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar

Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
3. Honorarium..



3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas
tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen
tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan
honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan
Panitia
a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara,
pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan
informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, focuz group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk
untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber
atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara
panel maupun individual.

2) Narasumber atau pembahas berasal dari:

a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar
50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil

negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat,
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium..



Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara; atau

2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara

dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja,

sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan

kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala

daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan

dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi

tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan

kegiatan seminar, rapat Kkerja, sosialisasi, diseminasi, workshop,

sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta

yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja

perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,

diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan

sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur

sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium

untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia

yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari

jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang,

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat)

orang.

/
5. Honorarium. !



5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat kabupaten,
pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi
pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon IIl, pejabat eselon IV,
pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim
yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No Jabatan Klasifikasi
I I1 111
1. | Pejabat Eselon I dan II 2 3 4
2. | Pejabat Eselon III 3 4 S
3. | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan 5 6 7
pejabat fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang

diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan Kriteria pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta
rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi Il dengan kriteria pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per
bulan.

c. Klasifikasi Il dengan kriteria pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota
yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan
tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau
belum menerima tambahan penghasilan.

1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris
daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium
adalah sebagai berikut:
a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
(1) dengan..



(1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh kepala daerah; atau

(2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
ditandatangani oleh sekretaris daerah.

c) bersifat ~temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;

d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana
kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau
kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas
keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan
fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan

sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat

Dalam.f

penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.



Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi

keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud,
instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat
memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji
dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti

upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk

melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi

daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat

dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah
minimum provinsi, kabupaten atau kota dengan ketentuan:

a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat diberikan sesuai upah
minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan
diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah
minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

c. lulusan Sarjana (S1) / sederajat diberikan paling banyak 124% (seratus
dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau
kota setempat;

d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh
tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
dan

e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh
persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh

pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah

jabatan.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi

Informasi, dan Pengelola Website
a. Honorarium. .|



a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis,
dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional
dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar

Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta
singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang

ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk
media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen
tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan

honorarium dimaksud.

. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/ website diberikan
kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada
jurnal/buletin/majalah /website sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, dan huruf c.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil yjian

yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten.

11. Honorarium..



11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten
Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan
kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat
lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian
berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon
aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal
tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes
kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal
kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang

memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai

dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada
kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) berasal dari luar satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara
atau masyarakat;

2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara
sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luar perangkat Kabupaten penyelenggara
dan/atau masyarakat; atau

3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat
Kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50%
(lima puluh persen) dari honorarium penceramabh.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat

Kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar

satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan

pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat Kabupaten
penyelenggara.
c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat

Kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam

satuan kerja perangkat Kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara

maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas
kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal

tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium./!



d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat

diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas

untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium
dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan
minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan
dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan
pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul
pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

€. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan
dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan
yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan,
evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan
ketentuan sebagai berikut:

1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;

2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan,;

4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada
anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah
anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

14. Honorarium Pengurus Barang Milik Kabupaten

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

1) Pengurus..






